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KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 36 /KPTS-DPMPTSP/X/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK TUNAS HARAPAN
KECAMATAN BUKIT BATU

BUPATI BENGKALIS

bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten
Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain
ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan

nonformal;

b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada
huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya
guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional

dengan Keputusan Bupati Bengkalis.

Menimbang : a.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerabh;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun
2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Non Formal;
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12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rep.u.bhk
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,
Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan quor 25
Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkalis;

15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Perizinan Berusaha
dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;

16. Peraturan Bupati Bengkalis ‘Nomor 93 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi
dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK
TUNAS < HARAPAN Nomor: 422/TKTH/KEC.BB/2022/11
tanggal 04 Agustus 2022. i1}

2. Surat Rekomendasi SPPL dari Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor: 660/DLH-TL/2020/281
tanggal 06 Maret 2020, =

3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Bengkalis Nomor: 421.1/
Disdik/PAUDdanPNF/1X/2022/354 tanggal 27 September
2022 Perihal Rekomendasi Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : Yayasan/Pengurus TAMAN KANAK-KANAK
TUNAS HARAPAN;
Alamat N Tal:gung No. 1 RT. 002 RW. 004
Kelurahan Sungai Pakning Kecamatan Bukit
Batu.
KEDUA . Kepada Yayasan/Pengurus TAMAN KANAK-KANAK TUNAS
HARAPAN dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut:

1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai
dengan Tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ) yang tertuang
' pada Standar Kelulusan ( SKL );

2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan
Pendidikan Taman Kanak-Kanak Minimal DIl PGSD dan S1
PGSD; ;
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